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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR (3 7HHuY 2006

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Dirjen Perbendaharaan Megara

Nomor  S-5837/PB/2006 tanggal 9 Agustus 2006 Perihal Revisi Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 Nomor
SP- 0026.1/062-03.0/-/ 2006 tanggal 17 Juli 2006 untuk sasaran program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, diperlukan Petunjuk Operasional sebagai pedoman
pelaksanaan Proyek dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan se-agaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 26 Tahun 1959;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

Undang-Undanqg iNomor 10 Tahun 2004 tentang ~embentukan Peraturan
Perundang-Undangan;



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2005 tentang
Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSK/N:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA
GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2006

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1.
2.
3

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Satuan Kerja (Satker) adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur sebagai Pelaksana
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat
oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik Pekerjaan, yang
bertangungjawab ates pelaksarean pcngadaan Barang dan Jasa;

Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang selanjutnya disebut PJP adalah
Pejabat yang bertanggungjawab mengkoorcinasikan pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi rumah;

Konsultan Manajemen Provinsi yang selanjutnya disebut KMP adalah Konsultan yang
ditunjuk oleh PPK Provinsi untuk menyusun pedoman teknis, administrasi dan keuangan
pembangunan rumah tahan gempa dan mengkoordinasikan konsultan manajemen
Kabupaten / Kota mulai persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KMK adalah Konsultan
yahy Jitunjuk oleh PPK Provinsi untuk mengkoordinasikan dan mengendalihan Fasilitator di
wilayahnya;



8. Fasilitator adalah orang yang direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
pendampingan rehabil.tasi dan r :konstruksi rumah secara teknis dan administrasi;

9. Kelompok Swadaya Masyarake Perumahan (KSM-P) yang selanjutnya disebut POKMAS
adalah warga masyarakat koroan Gempa Bumi yang akan menerima bantuan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 2
Petunjuk Operasional

Petuiuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3
Ketentuan Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 AGusreus 2006

GUBERNUR
TSTIMEWA YOGYAKARTA

Diundangkan di Yogyakarta
padatanggal g6 ACusiws 2006

SEKRETARIS DAERAH
JAKIRAH ISTRIEWA YOGYAKARTA,

e

BERNA/BAERAH, ,'fINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bencana gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27
Mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat, baik fisik
maupun psikologis. Dampak dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa
dan hancurnya fisik lingkungan termasuk rumabh, fasilitas umum, ekcnomi dan sosial.

Berdasarkan data dari sumber yang ada terdapat kurang lebih 5.048 korban
meninggal dan kurang lebih 206.504 rumah rusak total dan rusak berat, serta sekitar
193.731 rumah rusak ringan, belum termasuk prasarana lingkungan, sekolah, kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya. Kondisi ini mengakibatkan ribuan keluarga
kehilangan tempat tinggal, sebagian berada di dalam tenda-tenda pengungsian,
sebagian lainya mondok di rumah-rumah kerabat, di samping itu mengakibatkan
kegiatan pemerintahan, perekonomian dan kegiatan sosial mengalami banyak
hambatan. Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan sarana dan prasarana yang
ada, gempa bumi juga mengakibatkan dampak psikologis bagi masyarakat. Secara
umum mereka berada daiam situasi beban sosial dan ekonomi yang berat.

Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah telah
ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 20/TIM/2006,
dan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim Pelaksana.

Sebagai tindak lanjut Keputusan tersebut di atas diperlukan langkah cepal untuk
Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tidak hanya dari aspek sosial dan ekonomi saja, tetapi
tidak kalah pentingnya juga dari aspek perumahan, khususnya pemberian bantuan untuk
rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Pemberian bantuan untuk perbaikan rumah
hendaknya dilakukan secara hati-hati dan, terorganisir, sehingga terwujud asas
pemerataan dan keadilan, jika tidak dikhawatirkan akan lebih memperburuk kondisi
sosial dan psikologi, serta menjadi beban ekonomi bagi masyarakat di lokasi bencana.

Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul antara lain adalah munculnya konflik
horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil, misalnya
pemberian bantuar, yang berbeda, perebutan aset, pertentangan kepentingan. Dampal.
lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah adanya pihak-pihak tertentu
yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi/golongan, sebagai
contoh : memanipulasi tanah, percaloan, intimidasi, dan lain sebagainya, dengan
mengatasnamakan masyarakat korban bencana.

Untuk menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin timbul Pemerintah perlu
mengupayakan langkah-langkah berbentuk program dan kegiatan yang pelaksanaannya
berbasis pada budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.



2. Pendekatan Dasar

Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan Rexonstruksi rurmah di
wilayah bencana yang telah rusak atau hancur akibat bencana gempa bumi, sehingga
rumah warga korban bencana tersebut layak bagi kehidupan dan penghidupan
masyarakat.

Berangkat dari maksud tersebut di atas dan menyimak kondisi di lapangan, maka satu-
satunya cara agar upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan
secara efektif, diterima dan bermanfaat bagi inasyarakat adalah dengan terlebih dahulu
dilakukan proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan
mienerima bantuan.

Pengorganisasian masyarakat harus berorieniasi pada pendekatan pemberdayaan
manusia, maka upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah akan benar-benar
bermanfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat, menjamin keadilan dan bertumpu
pada keinginan atau kebutuhan riil serta ditentukan oleh masyarakat sendiri.

3. Tujuan

Program Rehabllitasi dan Rekonstruksi rumah pasca bencana gempa di DIY ini adalah
terbangunnya kempali rumah yang layak huni dan tahan gempa bagi korban bencana
gempa di DIY, yang secara rinci dapat diuraikan sbb:

a. Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan;Masyarakat mendapat akses ke proses pengambian keputusan
dalam perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan
gempa.

c. Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya sccara bertahap setelah
_Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Agar pelaksariaan Rehabili.asi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat mencapai tujuan yang
diharapkan, maka beberapa syarat di bawah ini perlu dipenuhi:

1. Adanya lembaga komunitas yang mercpresentasikan selurun masyarakat di lokasi
sasaran (kelurahan/desa).

2. Adanya niat untuk saling membantu yang diwujudkan dalam sikap kebersamaan dan
kerelawanan yang melandasi seluruh pelaksanaan program Rehabilitasi dan |
Rekonstruksi rumah dari, oleh dan untuk masyarakat.

3. Adanya niat untuk membangun pptensi swadaya dan tidak sepenuhnya
menggantungkan kepada pihak eksternal.:

-. Adanya perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berlandaskan pada |
kebutuhan riil masyarakat dan mengantisipasi perlindungan terhadap dampak bencana
gempa di masa depan.

5. Adanya usuian Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang disusun oleh, dari dan untuk
masyarakat yang tergabung dalam Keclompok Masyarakat (POKMAS) yang memenuhi
standar teknis desain struktur rumah tatan gempa yang ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi.

6. Adanya pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat:




4. Ruang Lingkup

Pemerintah bermaksud melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah,
dimana Pemerintah Provinsi DIY sebagai fasilitator dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagai pelaksana. Pembangunan rumah dimaksud berbasis komunitas di lokasi
bencana sebagai sarana untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu membangun
kembali rumah secara cepat, efektif dan bemanfaat.

|
Penentuan wilayah meliputi Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat yang
diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
diserahkan sepenuhnya kepada Bupati/Walikota.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada dasarnya
hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin) dan kondisi kerusakan rumah roboh
dan rusak berat terlebih dahulu yang disepakati bersama dalam kelompok masyarakat,
dengan kriteria :

1. Roboh/rusak berat, sesuai hasil validasi data pembagian jaminan hidup (jadup);

2. Belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen
maupun rumah sementara;

3. Belum dilakukan rekonstruksi dan masih tinggal di tenda atau semacamnya;

4. Korban adalah bukan pervewa rumah;

5. Kepala Keluarga dan atav Anggota Keluarga yang meninggal atau Kepala Keluarya
Cacat akibat gempa;

6. Kepala Keluarga Lanjut usia;

7. Memiliki anak balita;

8. dan kriteria-kriteria lain yang dilandasi musyawarah dan kearifan lokal.

Program ini akan berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran 2006, dengan
ruang lingkup program sebagai berikut:

Persiapan Program

Penetapan Sasaran Penerima Bantuan
Pengorganisasian Masyarakat
Perencanaan Masyarakat.

Penyiapan Administrasi Pencairan Dana
Pelaksanaan

Sapwha



Gambar 1. Skema Ruang Lingkup Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di DIY
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BAB 11
STRATEGI DAN PRINSIP DASAR PROGRAM

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY berorientasi pada proses penyiapan
dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat untuk
melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak
menimbulkan konflik antar masyarakat.

Keberadaan kelompok masyarakat tersebut sangat penting sebagai sarana untuk
mengorganisir, menggerakkan dan mensinergikan warga setempat dalam menyusun usulan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi rumah kerbasis korrunitas di wilayahnya.

1. Strategi Dasar

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis komunitas di DIY dirancang
dengan strategi pengorganisasian masyarakat (Community Organizirig) dan bertumpu
pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (Participatory Development).

a)

b)

Menggunakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sebagai sarana untuk
membangun komunitas.

Serangkaian proses interaksi antar warga dalam bergotong royong menanggulangi
persoalan bersama secara berkelanjutan dengan fasiltasi yang baik akan
menumbuhkan solidaritas sosial yang kondusif untuk pembangunan komunitas.

Menggunakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sebagai upaya
menciptakan lapangan kerja.

Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan fisik rumah akan memicu
tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi dan terbukanya berbagai lapangan
pekerjaan, yang sangat kondusif untuk pembangunan ekonomi lokal.

2. Strategi Pelaksanaan

a.

Rekruitmen Pendamping

¢ KMP dan KMK direkrut oleh PPK Provinsi.

¢ Di tingkat Provinsi ditunjuk 1 (satu) KMP, di tingkat Kabupaten/Kota ditunjuk 9
KMK dengan komposisi sekitar 2.000 — 8.000 rumah per KMK, dengan
mempertimbangkan batas wilayah administrasi.

¢ Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota difasilitasi oleh PPK Provinsi dengan
dibantu oleh KMP dan KMK, dengan komposisi : 1 (satu) Tim Fasilitator terdiri dari
3 orang, yang mendampingi rehabilitasi dan rekonstruksi lebih kurang 45 rumah.

b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah;

C.

Memberikan bantuan teknis dan administrasi kepada masyarakat, dilakukan
antara lain melalui: Dukungan Konsultan dan Tim Fasilitator sebagai pendamping

-8 -



masyarakat dalam merehabilitasi dan merekonstruksi rumah, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

d. Membangun Kembali Komunitas melalui Pengorganisasian Masyarakat
dilakukan artara lain melalui; Serangkaian musyawarah masyarakat sebagai

upaya membangun kebersamaan dan solidaritas untuk membangun kembali
komunitas dan rumah dengan mengusulkan relawan-relawan masyarakat;

Pembentukan POKMAS yang bersifat ad hoc (semzantara). yang terdiri dari warga
yang terkena bencana yang tercatat dalam pendataan korban bencana dalam
klasifikasi penerima bantuan sesuai dengan kriteria.

e. Pendampingan masyarakat dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah
melalui ;

Melakukan koordinasi dan identifikasi serta menyepakati kebutuhan bersama
dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah rusak akibat gempa;

vi€lanukan  seiangkaian musyawarah menyepakati dan memutuskan siapa
penerima bantuan

Melakukan serangkaian musyawarah masyarakat, dalam perencanaan
partisipatif, sehingga masyarakat mampu menyepakati dan memutuskan sendiri
jenis/bentuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekcnstruksi rumah tahar, gempa yang
akan diIa!gsanakan;

Penyusunan rencana patrtisipatif, untuk dikoordinasikan dan dikonsultasikan
kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

Penyusunan usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah (gambar rencana,
Rencana penggunaan anggaran, proses pengurusan IMB sementara).

f. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah oleh warga setempat,
melalui;

Mengembangkan modul penanganan prioritas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
rumah bagi masyarakat sesuai dengan kriteria tersebut di atas di setiap
desal/kelurahan, sebagai langkah awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi ruimah
untuk mendorong pemberdayaan melalui pembangunan -bertumpu pada
masyarakat.

Mengoptimalkan pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumah-rumah yang
roboh atau rusak berat.

Membantu masyarakat agar dapat membangun rumahnya dengan struktur
konstruksi rumah tahan gempa (pondasi, kolom, sloof, ring balk, dan atap)
dimulai dengan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan pendampingan
masyarakat dalam hal pekerjaan konstruksi rumah tahan gempa.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat disalurkan melalui Bank Pelaksana dengan
membuka rekening POKMAS.

Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, maka
masyarakat memutuskan sendiri cara pelaksanaar nya, dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut :
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g.

= Cara pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah
didasarkan pada aspirasi dan keputusan masyarakat sendiri.

= Menggunakan seoptimal mungkin cara gotong royong.
= Melaksanakan Fehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sesuai dengan
pedoman teknis rumah tahan gempa.

= Fasilitator melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk menjamin agar
prinsip pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas serta ketentuan yang berlaku.

Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi
masyarakat, antara lain melalui:

= Penyediaan pedoman teknis dan informasi program (brosur, leaflet, poster).

= Sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
pemahaman substansi program dan kesiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
rumah berbasis kebutuhan masyarakat;

Serangkaian kegiatan lainnya yang dapat mendukung proses Rehabilitasi dan
Rekonstruksi rumah berbasis kebutuhan serta prakarsa masyarakat.

3. Hasil/Keluaran

Pada akhir pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Berbasis
Komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan tercapai kondisi sebagai

serikut :

&

Terbangunnya rumah tahan gempa secara bertahap.

Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.

4. Prinsip Dasar Program

a)

b)

Pring'n Demhardavdar Masyarakat untuk menumbuhkan kerelawanan dan perilaku
keikhlasan memberi kepada sesama korban bencana.

Prinsip Aturan Kesépakatan Masyarakat, yakni didasarkan aturan yang ditetapkan
masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip
kemasyarakatan at&u good governance dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan
atau sustainable development.

Prinsip hanya sebagai bantuan bagi <elompok Masyarakat (PCKMAS) dalam
menggerakkan masyarakat untuck mulai bergotong royong menolong/membantu
pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Prinsip sebagai nroses pengalaman dan pembelajaran bagi masyarakat untuk mulai
mengenal dan memahami :

= Mekanisme Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah herbasis komunites (masyarakat
merencanakan, menetapkan dan melaksanakan sendin) serta dilaksanakan
secara bertahap dengan memprioritaskan pada masyarakat sesuai dengan
kriteria di atas.
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» Mekanisme Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah bertumpu pada “Bottom Up”
(participatory development) dan “terorganisir’ (community organizing).

e) Prinsip memperkuat dan membantu masyarakat agar mampu melakukan rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa sesuai standard teknis yang ditetapkan
Pemerintah, dengan bentuk serta kelengkapan atau aksesoris rumah ditetapkan
sendiri oleh warga penerima bantuan;

Gambar 2: Prinsip Dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbasis Komunitas
Di DIY

Kebersamaan dan Gotong Royong Masyarakat
Merenabilitasi dan merekonstruksi rumah secara bertahap
dengan prioritas bagi warga masyarakat yang tidak mampu
(miskin) dan kondisi kerusakan rumah roboh dan rusal:

i ‘Membangun Ksepa. [ '
SR . Masyarakat

' Pemberdayaan dan Pengorganisasian
' Masyarakat :

5. Sasaran Lokasi dan Kelompok

a. Sasaran lokasi

Lokasi sasaran Program Rehabilitasi dan Reko:istruksi Berbasis Komunitas adalah
daerah di Kabupaten/Kota yang secara langsung mengalami kerusakan akibat
gempa bumi di DIY.

Adapun pemilihan prioritas tahun anggare n 2006 didasarkan pada kriteria yang telah
ditetapkan di atas sesuai dengan alokasi anggaran.




b. Sasaran kelompok

Pada Tahun Anggaran 2006 sasaran prioritas bantuan diberikan kepada kelompok
masyarakat yang terpilih sesuai dengan kriteria, selanjutnya untuk kelompok
masyarakat yang belum mendapakan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
akan mendapatkan giliran pada tahap-tahap berikutnya, dengan kriteria belum
mendapatkan bantuan dalam bentuk rumah permanen baik dari lembaga pemerintah
maupun swasta.

Keluarga yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi rumah tersebut bergabung dalam POKMAS.
Pembentukan POKMAS dilakukan dengan cara

1) PORNMAS dibentuk dalam 1 (satu) dusun;

2) Dalam hal terjadi sisa/residu dalam dusun, pengelompokan dilakukan dalam 1
(satu) desalkelurahan.

3) Karena dalam hal kesulitan kondisi geografis dapat dimungkinkan Pokmas
dalam satu dusun dalam Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota.

4) Jumlah anggota POKMAS, minimal 8 anggota, maksimal 15 anggota;



BAB III
ORGANISASI PROGRAM

Pengorganisasian program dan kegialan ini dilakukan berjenjang berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tim Koordinasi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Propinsi DIY dan Jateng, adalah sebagai
berikut :

a. Tingkat Nasional

Membentuk dan menyusun Tim Pengarah yang anggotanya terdiri dari para Menteri
dan Gubernur DIY dan Jateng yang bertugas :

1.

Memberikaii arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan
pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi
di Propinsi DIY dan Jateng.

Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan
hambatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana
gempa bumi di Propinsi DIY dan Jateng.

Membentuk dan menyusun Tim Teknis Nasional yang terdiri dari Ketua, Sekretaris
dan Anggota yang bertugas membantu Tim Pengarah.

b. Tingkat Provinsi

Membentuk dan menyusun Tim Pelaksana yang diketuai oleh Gubernur DIY dengan
anggota para BupatryWalikota se-DIY (Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/TIM/2006)
yang bertugas

1.

Merumuskan strategi dan kebijakan operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa bumi di Provinsi DIY.

Menyusun secara rninci langkah-langkah percepatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pasca gempa bumi di P-ovinsi DIY.

Memfasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban gempa yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tim Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan pelaksianaan tugasnya
kepada Tim Pengarah.

Ditingkat pelaksanaan program/kegiatan dibentuk Struktur Organisasi Satuan Kerja
rehabilitasi/rekonstruksi rumah pasca gempa burni Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai berikut
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-Gambar 3.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA REHABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH PASCA GENMPA BUMi
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ATASAN KEPALA SATKER
GUBERNUR DIY
: _

KEPALA SATKER/ KPP
Ka. Dinas Kimpraswil Provinsi DIY.
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¢. Tingkat Kabupaten/Kota

« Di tingkat Kabupaten/Kota dikoordiriasikan oleh Bupati/Walikota setempat
dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibantu oleh Camat.

= Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Rehabilitasi aan
Rekonstruksi rumanh tahan gempa %aik yang menyangkut teknis maupun
adrainiztraci 222 "2angan.

d. Tingkat Kelurahan/Desa

Lurah sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) memfasilitasi pembentukan
Kelompok Masyarakat (POKMAS) di tingkat Kelurahan/Desa.

POKMAS bertugas menyusun usulan prioritas pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi rumah, baik dalam pemilihan maupun pelaksanaan, yang didampingi
oleh fasilitator.

Tugas pokok PJP adalah sebagai berikut:

= Bersama-sama dengan Fasilitator memfasilitasi pembentukan POKMAS.
= Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dzngan pentahapan
yang sudah ditentukan.

= Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan akhir
pelaksanaan tugas.

* Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatn program dengan Pejabat
Pembuat Komitmen, Konsultan Mana,emen Kabupaten/Kota dan Tim Fasilitator
untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan
mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya

= Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan
penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan
usulan yang telah disetujui.

Satu Tim Fasilitator terdiri dari 2 orang fasilitator teknik dan 1 orang fasilitator non
teknik, yang bertanggung jawab melakukan pendampingan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi 45 rumah.

Fasilitator dikelola, difasilitasi, dan dikendalikan oieh Konsultan Manajemen

Kabupaten/Kota (KMK) vyang bekerja dan berkoordinasi dengan Konsultan
Manajemen Provinsi (KMP).
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Gambar 4.

Struktur Organisasi Pelaksanaan Program

>
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BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM

Tahapan Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa
bumi di DIY mencakup : Persiapan Program, Penyiapan Masyarakat, Perencanaan
Masyarakat, Penyiapan Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan.

1 Persiapan Program

Persiapan Program mencakup konsultasi dan sosialisasi konsep dan mekanisme
program kepada pihak-pihak yang terlibat- mulai dari tingkat pusat sampai daerah
agar terdapat kesamaan visi, misi dan strategi program, serta koordinasi dan
penyelarasan sebelum Prograrn Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca gempa
bumi di DIY dilaksanakan di tingkat masyarakat meliputi

a.
b.

C.

Sosialisasi ditingkat Kabupaten/Kota

Pengadaan Konsultan Manajemen Propinsi dan Konsultan Manajemen
Kabupaten/Kota

Melakukan rekruitmen Fasilitator

1) Pengumuman

2) Pendaftaran

3) Seleksi

4) Pelatihan

5) Mobilisasi

. Pengangkatan Camat sebagai Koordinator Lapangan di Tingkat Kecamatan dan

Pengangkatan Lurah sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) dengan
Keputusan Bupati/Walikota

2 Penetapan Sasaran Penerima Bantuan

a. Bupati/Walikota menetapkan wilayah-wilayah dan alokasi jumlah calon penerima

bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

b. Calon penerima bantuan yang mendapatkan prioritas sesuai hasil musyawarah

dituangkan dalam Berita Acara.

3 Pengorganisasian Masyarakat

Kelompok Masyarakat (POKMAS) dibentuk dari calon penerima bantuan yang
mendapatkan prioritas dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

a. Koordinator
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Anggota

4 Perencanaan Masyarakat

Tahapan ini mencakup kegiatan

a. Penyiapan dokumen teknis meliputi :

= Penyiapan Gambar Teknis dan penyusunan RAB
s Penyiapan Proses IMB
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b. Pembukaan Rekening POKMAS dengan 3 spesimen terdiri dari Koordinator,
Sekretaris dan Bendahara.

5 Penyiapan Administrasi Pencairan Dana

Penyiapan administrasi mencakup pengisian format:
Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB)
Persyaratan Umum Perjanjian (PUP)

Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK)
Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD)
Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB)

Kwitansi yang ditanda tangani koordinator POKMAS
Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP)

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
Rekapitulasi Penyaluran Dana

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
Surat Perintah Membayzar Langsung (SPM-LS)

S@ 0 a0UTw

6 Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan mencakup penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan fisik,
evaluasi pemanfaatan dana yang telah disalurkan berdasarkan rencana yang telah
disepakati bersama, verifikasi rumah yang sudah jadi, termasuk pembuatan laporan
dan pendokumentasian.

Tatakala (Rencana waktu) kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa
terlampir.
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Gambar 6.
Langkah-Langkah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di DIY
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BAB V
KOMPONEN PROGRAM

1. Komponen untuk Kelompok Masyarakat Kelurahan/Desa
a. Bantuan Pendampingan (Pemahaman pedoman teknis dan jaminan kualitas)

Bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan Tim Fasilitator beserta
dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban bencana gempa.

Kegiatan pendampingan masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai dari
sosialisasi dan pelatihan, membangun komitmen bersama, melakukan identifikasi
calon penerima bantuan (pemanfaat), merumuskan kebutuhan nyata dari hasil
pendataan yang dilakukan pemerintah, fasilitator bersama masyarakat, menyusun
rencana tindak Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sampai dengan pendampingan
dan pengawasan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa.

Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup:

= Pertemuan-pertemuan/musyawarah ditingkat komunitas maupun kelurahan/ desa,
baik bersifat rapat maupun sosialisasi.

= Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar.

= |dentifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan rancangan rumah dan
penulisan laporan.

= Kerja kelompok penyusunan rencana tindak Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah
mencakup daftar kepala keluarga penerima bantuan, termasuk pendataan
kepemilikan tanah, rencana detail Rehabiltasi dan Rekonstruksi rumah,
perhitungan biaya. ;

b. Bantuan Dana

| Prinsip Dasar bantuan dana ini bukan/ah kompensasi terhadap kerusakan akibat
bencana, melainkan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi rumah
masyarakat.

Pemberian bantuan dana kepada masyarakat sebagai berikut:

e Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah diutamakar: diberikan kepada
masyarakat sesuai dengan kriteria tersebut di atas sesuai hasil kesepakatan
masyarakat dengan difasiltasi oleh Pemerintah Daerah dan Konsultan
Manajemen Kabupaten/Kota.

e Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp
15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti
dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
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Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sepenuhnya dipergunakan untuk
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan diprioritaskan untuk membangun
struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring balk, dan atap), sisa
oo RPohzbi®zoz’ dan Rekonstruksi rumah  setelah  digunakan  untuk
membangun struktur rumah, masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu
untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll).

Bagi masyarakat yang sedang dan telah membangun rumah dengan biaya
sendiri tetap diberikan bantuan dana, sesuai tahapan.

Bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tidak diberikan kepada
masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rumah permanen tahan gempa
dari lembaga donor baik pemerintah maupun swasta.

2. Komponen untuk Pemerintah Kota/Kabupaten

Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan bantuan teknis melalui penugasan Konsultan
Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) dan Fasilitator untuk pengelolaan program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.

Bantuan teknis meliputi:
= Pengelolaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumanh;

Lokakarya dan sosialisasi;

Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa;
Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana;
Supervisi lapangan.

Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat

3. Komponen untuk Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) untuk
membantu pelaksanaan dan pengelolaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

rumah.

Bantuan meliputi:
= Dukungan pengelolaan program Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah

Sosialisasi program

Dukungan administrasi proses pencairan dana

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan

Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat

_21 -



BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI RUMAH DI DIY

1. Ketentuan Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah hanya disalurkan melalui rekening Kelompok
Masyarakat (group account) dengan minimal 3 spesimen tanda tangan, yang meliputi
Koordinator, Sekrztaris, dan Bendahara POKMAS, bukan kepada keluarga individual.
Jumlah anggota Kelompok Masyarakat maksimal 15 anggota, yang masing- masing
anggota rumahnya saling berdekatan dalam cakupan wilayah Desa/Kelurahan.

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah diberikan dalam 2 tahap, .yaitu tahap |
sebesar 40%, dan Tahap |l sebesar 60% , yang pada setiap pengajuan tahapan diseriai
dengan usulan oleh masing-masing Kelompok Masyarakat dan diverifikasi oleh
Penanggungjawab Pelaksanaan (Lurah) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kabupaten/Kota.

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah disalurkan kepada Kelompok Masyarakat
dalam 2 tahap deangan kriteria pengajuan dana sesuai masing masing kondisi rumah
sebagai berikut:

Tahap Penyaluran Pra-syarat
Tahap | : 40% SPPB ditanda tangani, Kemajuan Fisik 0%
Tahap Il : 60% ) 75% Dana Tahap | telah t_ersgap_,Kema_juan Fisik 30%

Setiap tahapan kegiatan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menjamin bahwa
dalam rangka pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah sesuai ketentuan,
bermanfaadl, (e pat susuan wan sesuai asas transparansi serta akuntabilitas.

2. Ketentuan Pencairan Dana KMP, KMK dan Fasilitator

a. Pembayaran dana KMP, dan KMK disalurkar. melalui Rekening Konsultan yang
melakukan ikatan kerja dengan PPK Provinsi.

b. Pembayaran honor fasilitator dilaksanakan oleh PPK Provinsi melalui KMK sesuai
dengan ikatan kerja.

c. Setiap tahapan pembayaran akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Kepala
Satuan Kerja (SATKER).

-22 -




3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan Departemen Keuangan.

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah seperti
pada bagan berikut :

Gambar 7.
Bagan Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
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-23 -



Keterangan Bagan

1.

Masing masing Kelompok Masyarakat sebagai pihak penerima bantuan sekaligus
pelaksana pekerjaan pembangunan rumah, mengajukan usulan dilengkapi dengan
nomor rekening bank kepada Penangguny Jawab Pelaksanaan (PJP) dalam hal ini
Lurah.

PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator kelompok masyarakat yang telah
ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana.

PJP (lurah) melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan berkoordinasi
dengan pendamping kegiatan/ fasilitator. Apabila usulan dan kelengkapannya telah
memenuhi persyaratan maka PJP, selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/ Kota.

PPK Kabupaten/Kota melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan
perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan
Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK). Apabila telah memenuhi persyaratan,
selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui SATKER.

Berdasarkan usulan yang diterima, selanjutnya Gubernur dalam hal ini SATKER
menerbitkan SPP dan SPM, selanjutnya proses pengiriman clokumen ke KPPN
Pembayar.

Selanjutnya KPPN Pembayar menerbitkan Surat Perintah Pencairar Dana (SP2D) yang
ditujukan kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana.

Bank Pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai SP2D kepada Kelompok
Masyarakat melalui rekening POKMAS.
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BAB VI

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

Setelah diterbitkannya Surat Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor : S-5837/PB/2006
Tanggal 9 Agustus 2006 Perihal Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2006
Nomor : SP-0026.1/062-03.0/-/2z006 Tanggal 17 Juli 2006 untuk Sasaran Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pembangunan rumah masyarakat korban bencana
gempa bumi di wilayah Proviiisi Daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

. Kabupaten Bantul sebanyak 32.758 unit rumah;

. Kabupaten Kulonprogo sebanyak 2.280 unit rumah,;

. Kabupaten Sleman sebanyak 5.517 unit rumah;

. Kabupaten Gunungkidul sebanyak 2.133 unit rumah;

. Kota Yogyakarta sebanyak 4.780 unit rumah;

® Q0 0o

2. Biaya Pendukung Pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut :
a. Administrasi Umum dipergunakan untuk membiayai operasional sawuan kerja yang
terdiri dari belanja gaji’/lhonorarium, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
b. Pendampingan dipergunakan untuk membiayai honorarium fasilitator.
c. Monitoring dan Evaluasi melalui Konsultan Bantuan Teknik.



BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN PENGURUS POKMAS
( BAPKPP )

Kelurahan/Desa

Kecamatan
Kota/kabupaten
Propinsi

Sesuai hasil kesepakatan Kelompok Masyarakat yang telah dilakukan pada Rapat Musyawarat: Anggota Kelompok dan

PJP, tanggal

, bertempat di
masyarakat dan anggotanya sebagai berikut :

, maka disepakati pengurus kelompok

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan:

Penanggungjawab Pelaksanaan

_06\=

Anggota Kelompok Masyarakat

e L
Dst, seluruh anggota POKMAS

~NO NAMA JABATAN KETERANGAN
1
; - R o=
3
4 — ——
5
DST
Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.
............................... perneeeeenenennenn...2000

Pernyataan KMKab/Kota

Kami telah memverifikasi  sesuai
kewenangan, dan menyatakan bahwa
proses serta hasil dari rencana prioritas
rehab rumah dan  permukiman,
Proposal dan penilaian  usulan
kegiatan di atas telah memenuhi
prinsip, dan nilai serta ketentuan
Program.

Team Leader KMK




SURAT PERJANJIAN
PENYALURAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

(SP)
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/kabupaten
Propinsi
Berdasarkan ~ DIPA  (Daftar  Isian  Penggunaan  Anggaran) ..., Nomor
tanggal.......coevrnrvierine R
l Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama ;
Jabatan : Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) ................ Kel.....
Kecamatan..............cccoooeee... Kabupaten/Kota................ccoooevnnee. Propinsi........c.ccccooevieriinn.
Berdasainai. puiwoan vupavvvaikota.........cc.coecrene. NOMOF ...
Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama
Jabatan - Koordinator Kelompok Masyarakat ................cccccccoeinni.
Desa/Kelurahan ............ccoeeveuereerernneee Kecamatan...............ccoooovin
Kabupaten/Kota..........c.cccoooerinrunennee. Propinsi..........cccoeeerinienen. Berdasarkan keputusan
musyawarah anggota Kelompok Mesyarakat.
Alamat :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Kedua belah pihak sepakat :

Pihak kedua berhak menerima dan bertanggungjawab mengelola dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk
digunakan  pembanjunan  perumahan  bagi  Kelompok  Masyarakat yang  bersangkutan,di
desalkelurahan............cocovvuricenceeiencennennn,

Kecamatan...........ccccooeuveirevieennns Kotalkabupaten............c.cccccoviuvennne. , yang telah ditetapkan sebagai prioritas
penerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah  Kelompok Masyarakat akan melaksanakan kegiatan
sesuai dengan usulan yang diajukan dan memenuhi seltruh persyaratan umum perjanjian, sebagaimana terlampir
dalam Surat Perjanjian ini.

Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai usulan dan RAB terlampir, yang telah disetujui Kelompok
Masyarakat di wilayahnya dan diverifikasi KMK, dengan ¢ endanaan sbb:




e Luas Sumber Pendanaan
No l;i:umd:f Rehbilinsi | Lokasi Tempat ch::;isknn Bangunan Total
/Rehabilitasi dan Tinggal Rumah (Hasil BLM - o
RekonstruksiRumah Verikasi) Pc;ulr:;;apl‘mn Swadaya Lain-Lain

1 15.000.000

2 15.000.000

3 15.000.000

4 15.000.000

5 15.000.000

6 15.000.000

7 15.000.000

8 15.000.000

9 15.000.000

7 15.000.000

11 15.000.000

12 15.000.000

13 15.000.000

14 15.000.000

15 . 15.000.000

e [ e e Tl iy

3. Pihak kedua menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah telah disepakati oleh Kelompok Masyarakat.

4. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di Program, serta memenuhi persyaratan umum
perjanjian (terlampir).

5. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah ini ditandatangani oleh kedua belah
pihak setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil persetujuan Kelompok Masyarakat terhadap usulan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi rumah dan telah diverifikasi Tim Fasilitator.

a. Tahapan Penyaluran Dana

Pembayaran Tahap | (40%)
Pembayaran Tahap Il (60%)

(Rp 15.000.000 x jml Anggota Kelompok Masyarakat yg disetujui x 40%) =:Rp............... ..
(Rp 15.000.000 x jm| Anggota Kelompok Masyarakat yg disetujui x 60%) =-Rp... ................

Jumlah dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah TRp.

Catatan:

O Pembayaran Tahap | (40%) dilakukan setelah SPPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah ini ditandatangani,
dengan melampirkan:
o Fotokopi Rekening Kelompok Masyarakat, dengan spesimen ditandatangani oleh 3 (tiga) orang

anggotanya;

Usulan Rehabilitasi Rumah yang telah disetujui Kelompok Masyarakat dan diverifikasi KMK

BAPPUK Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah,

BAPPD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah,

Kuitansi Pembayaran

-9% -




O Pembayaran Tahap Il (60%) dilakukan, apabila Sekurang-kurangnya 75% dana tahap | telah dimanfaatkan
dan Pencapaiar kinerja pelaksanaan kegiatan 30 % sebelumnya telah diverifikasi KMK dan PJP, dengan
melampirkan:;

e BAPPD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah,
e Kuitansi Pembayaran,
e Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) yang telah diverifikasi KMK , PPK, dan PJP

o Penangguhan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekorstruksi Rumah. Apabila berdasarkan penilaian KMK, PPK
dan PJP, pihak kedua dinilai tidak mampu menunjukkan ketentuan yang ditetapkan, maka pembayaran dana
tahap berikutnya (tahap Il) dapat ditangguhkan, hingga pihak kedua telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh
Kelompok Masyarakat di kelurahan/desa setempat.

8. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh KMK, ternyata pihak
kedua dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana dan kegiatan sebagaimana jang
diharapkan, maka KMK, PPK dan PJP berhak melaksanakan ketentuan Pembatalan pembayaran dana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.

9. Pembaralan remoayaran vanda Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah. Pihak kedua menyerahkan kepada KMK,
PPK dan PJP untuk membatalkan pembayaran dana Rehabi'itasi dan Rekonstruksi rumah, sebagian atau
seluruhnya, jika, menurut penelitian KMK, PPK dan PJP, Kelompok Masyarakat dan/atau masyarakat penerima
bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di Kelurahan/Desa itu, tidak membutuhkan dana dimaksud,
dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau gagal memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan dalam
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, dengan pertanda atau indikator-indikator sbb:

a. Kelompok Masyarakat terbukti tidak terbentuk secara partisipatif dan representatif dan/atau kinerjanya tidak
efektif setelah 1 September 2006 pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di kelurahan/desa tersebut;

b. Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tidak disusun secara partisipatif dengan melibatkan representasi
Kelompok Masyarakat yang bersangkuten di kelurahan/desa tersebut dan/atau usulan tersebut bertentangan
dengan kebijakan Pemerintah setempat;dan/atau

c. Diketemukan ‘indikasi adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
rumah;

d. Terdapatindikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai Program tidak mungkin dapat dilaksanakan secara
taat asas dan konsisten;

Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
ini berlaku sebagai Surat Kuasa otorisasi dari Kelompok Masyarakat kepada KMK, PPK dun PJP, yang akan
memberitahukan kepada masyarakat .

10. Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut

Rekening atas nama : Kelompok Masyarakat............cccooccoeeeemrreenneens

Nama bank

Alamat  bank e

Nomor Rekening et

............................................................................ 2006
Pihak Pertama Pihak Kedua,
Penanggung Jawab Pelaksanaan Koordinator Kelompok Masyarakat
Materai
6000

U ) ( )

Mengetahui dan disahkan
PPK Kab/Kota

*SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat 5 (lima) rangkap untuk
dokumen penagihan ke KPPN.
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I PERSYARATAN UMUM PERJANJIAN
PENYALURAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIRUMAH

Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dan memiliki ketentuan yang mengikat.

Tangqung jawab Kelompok Masyarakat :

1. Menjamin bahwa. Anggota-anggota Kelompok Masyarakat adalah masyarakat korban bencana yang berhak mendapat
bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, berdasarkan kesepakatan masyarakat yang ditetapkan dalm
musyawarah Kelompok Masyarakat dalam penentuan prioritas penerima Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah;

2. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang diajukan, dan kemudian dinilai
kelayakan serta disetujui PJP,KMK dan PPK Kab/Kota, adalah usulan-usulan yang didasarkan hasil kesepakatan
seluruh anggota Kelompok Masyarakat dan tidak bertentar.gan dengan hasil prioritas yang disepakati sebelumnya oleh
masyarakat.

3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan.

4. Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di anggota-anggota Kelompok Masyarakat, sejak tahap
penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaar, egiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan
nilai serta ketentuan Program.

5. Dalam pelaksanaan pékerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, maka masyarakat dan Kelompok Masyarakat
memutuskan sendiri cara pelaksanaan (metoda Rehabilitesi dan Rekonstruksi), dengan mempertimbangkan prinsip-
prinsip berikut;

= Cara pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah didasarkan pada aspirasi dan
keputusan masyarakat .

= Menggunakan s optimal mungkin dengan cara gotong royong

6. Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara bertanggungjawab,
transparan dan akuntabel.

7. Menyerahkan laporan kemajuan secara rutin kepada KMK, PPK, dan PJP untuk mendapatkan salinan laporan
dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan,
Kelompok Masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJP yang
ditembuskan ke KMK dan PPK.

8. Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa keuangan
independen yang diundang oleh Pemerintah. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan
dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumtif, dipinjamkan kembali dil), maka Kelompok Masyarakat wajib
mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. Kelompok Masyarakat wajib
menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait Program selama jangka waktu 5 tahun.

Namun demikian, Kelompok Masyarakat diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan seteleh dana diterima, jika:

a. Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan
pengendalian Kelompok Masyarakat. Dalam keadaan demikian, Kelompok Masyarakat wajib melaporkan
kepada PPK dan PJP untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat PPK Propinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya
PPK dan PJP melaporkan kepada KMKab/Kota dalam batas waktu 7 hari setelah Rapat dimaksud dan
keputusan harus diambil KMKab/Kota dalam batas waktu 14 hari;

b.  Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian,
maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMKab/Kota dalam batas waktu 7 hari dan keputusan
diambil dalam batas waktu 14 hari;
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Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan citinjau kembali. Peninjauan kembeli pengairan dana dapat
juga terjadi jika Kelompok Masyarakat melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam headwan demikian, maka
KMKab/Kota t.arus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkin harus
dikembalikan segera oleh Kelompok Masyarakat, jika PPK dan PJP memutuskan demikian.

Tennmine iawab PPK dan PJP :

1.

Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan
dalam Program maupun kriteria tambahan yang ditetapkan KMKab/Kota;

Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan Kelompok Masyarakat yang telah dinyatakan layak dan disetujui oleh
PPK dan PJP benar-benar merupakan usulan dari keluarga korban bencana yang berhak dan usulan kegiatannya
sesuai dengan PJP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah maupun kebijakzn Pemda;

Menjamin bahwa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang disalurkan ke masyarakat oleh Kelompok
Masyarakat adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana
usulan semula, harus dibuat berita acara pertemuan Kelompok Masyarakat bersangkutan yang selanjutnya
dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota PPK dan PJP serta diverifikasi oleh KMKab/Kota;

Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan Kelompok Masyarakat,
minimal satu kali selama pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah. Selain itu, PPK dan PJP juga
mendorong Kelompok Masyarakat agar terbuka terhacap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau
instans PO o iy e

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh Kelompok Masyarakat, maka
PPK dan PJP akan mewajibkan Kelompok Masyarakat untuk mengembalikan dana yang dimaksud.

Menyerahkan lapéran kemajuan keseluruhan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di wilayahnya setiap
bulan ke PPK dan KMK; Selain itu memberikan kesempatan juga ~epada instansi pemerintah, untuk mendapatkan
salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada
akhir pekerjaan, PPK dan PJP berkewajiban menyerahkan seluruh laporan akhir penyelesaian pekerjaan
Kelompok Masyarakat kepada PPKab/Kota.

Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan
kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dai nilai Program secara

_konsisten oleh segenap pelaku ai tingkat masyarakat dan Kelompok Masyarakat .

Menjamin bahwa pélaksanaan usulan-usulan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah didasarkan pada
ketentuan yang telah disepakti bersama.

Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasaikan padat karya atau dengan <ara lain yang membuka
peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyara'at korban bencana di lokasi kegiatan.

Pihak Pertama Pihak Kedua,
Penanggung Jawab Pelaksanaan/PJP Koordinator Kelompok Masyarakat
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BERITA ACARA PENETAPAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

Kelurahan/Desa

Kecamatan
Kota/kabupaten
Propinsi

Sesuai hasil kesepakatan Rapat Prionitas Usulan Kegiatan yang telah dilakukan pada Rapzt Anggoth Kelompok dan PJP,
tanggal ....cveeereeecereneesenerisnnenns , bertempat di ..o ., maka dari daftar usulan kegiatan yang layak dan
direkomendasi KMKab/Kota, serta disesuaikan dengan alokasi dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang tersedia,
telah dipilih melalui forum pengambilan keputusan tertinggi PJP, sejumlah usulan kegiatan untuk dilaksanakan dengan
seluruh ketentuan Program adalah sebagai berikut:

Sumber Pendanaan
. . Nilai Usulan D =
No | Jenis Usulan Kegiatan Kegi R ana Total
egiatan (Rp) | Rehabilitasidan | ¢ 0| i Lain
Rekonstruksi y
Rumih
1 | Pembang:~»" Dk o i T "
milik Ny. Minah el e 5
dst - -
dst L
dst . o o ) |-
dst | I - S
dst ) N e .
p.dSt § e 2. T - i - [ R T R S e TR gl o SRS et s g e
dst | L =
dst
Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh
............................... e o 2008
Pihak-pihak yang membuat kesepakatan:
Penanggungjawab Pelaksanaan Anggota Kelompok Masyarakat ~ Pernyataan KMKab/Kota
(e — ) 1.
2 =
S Kami telah memverifikasi sesuai
Dst, seluruh anggota POKMAS kewenangan, dan  menyatakan

bahwa proses sea hasil dari
rencana priontas rehab rumah dan
permukiman, Proposal darn penilaian
usulan kegiatan di atas telah
memenuhi prinsip, dan nilai serta
ketentuan Program.

I .
( )

feam Leader KMK




BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/kabupaten
Propinsi
Pada hariini ............ tanggal..................... bulan.........cccoooerueee. tahun 2006, kami yang bertandatangan dibawah ini:
1. Nama 3
Jabatan . Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program...... Kelurahan.....
Kecamatan.............cccooeuneeee. Kabupaten/Kota...........cc.cocovrrrennn. Propinsi..........cc.ceeveevervennn.
Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota............................ NOMIOT.....ovoeeieee s
Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama ;
Jabatan : Koordinator Kelompok Masyarakat.................cccc..........
Desa/Kelurahan Kecamatan............c.coooovverieerernnane.
Kabupaten/Kota...............c.cooorrvrrrnnee. Propinsi.........cccoooevrvevernnne Berdasarkan musyawarah
anggota dan diverifikasi oleh PJP pada tanggal ..............................
Alamat

Selanjutnya dlsebut Plhak Kedua .

Dengan ini secara bersama- sama menyatakan bahwa penarikan/penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah
yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut

No. Uralan Jumlah

1. | Total bantua;;’ang dis_et;j;;(;)u o a _ —Ep ..................... _

2. | Penarikan sampai dengan tahap lalu (b) R e o e s
_3': .Dan;;;;wg telah dipergunakan (c) - _;Q_p —__

4. | Sisadanayang belun.dipergunakan (b-c) - - | Rp_‘ ......... -__H

5. | Penarikan tahap ini (d) ) T e

6. | Sisabantuan yang belum ditarik (a-b-d) [ o TR

Dengan uisepakatinya pencairan dana tahap ini, maka Kelompok ffasyarakat bertanggung jawab untuk menyalurkannya
kepada Anggota kelompok Penerima dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang teleh disepakati.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimananiestinya.

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Mengetahui, Verifikasi KMKab/Kota,

PJP Koordinator POKMAS PPK

Kami telah meneliti Surat Pemyataan
di atas dan bersanggung jawab atas

kebenaran isinya, serta menyanggupi
untuk mengawasi pefaksanaannya

Team Leader KMK
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PERMOHONAN PEMBAYARAN BANTUAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

Kepada Yth.
Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/
Pembuat Komitmen Provinsi/Kabupaten/Kota ........

Di
Tempat
Pada hariini .............. tanggal ..... bulan ............ tahun 2006, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan . Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program di KelDesa..........
Kecamatan........................., Kota/Kab............cccceee......, berdasarkan keputusan
BupatyWalikota..............ccooorvrrrnenn. Nomor , bertindak untuk dan

Berdasarkan hasil verifikasi bersama KMKab/Kota terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan kelengkapan dan ketenaran dokumen percairan dana, maka dengan ini

atas nama Pemerintah Republik Indonesia

kami mengajukan Permohonan Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Jekonstruksi Rumah Tahap | /Il * untuk:

Demikian

Kelompok Masyarakat
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Provinsi :
Yang Membuka Rekening di Bank :  (isi dengan nama bank)
Alamat Bank :
Rekening Atas Nama . Kelompok Masyarakat ..........
No. Rekening . ;

Jumlah Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Diajukan : Rp
Terbilang B e T s e e e o . e e S S

Permohonan Pembayaran Dana Rehabili‘asi dan Rekonstruksi Rumah ini kami ajukan agar dapat diproses

sebagaimana mestinya.

PJP Kelurahan.....Kecamatan .................cccccem....

(

)

NIP. .......

Catatan:

Kelengkapan dan kebenaran dokumen terlampir
* Coret yang tidak perlu
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Lampiran 4 per Dirjen Perbendaharaan
Nomor : PER-66/PB/2005
tanggal 28 Desember 2005

Tahun Anggaran : 2006
Nomor Bukti =
MAK oo

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Nomor : ............... kosongkan...........c...........
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/SATKER
Jumlah Uang :Rp.
Terbilang
Untuk Pembayaran . Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap ..... (....%) -
Sesuai BAPPUK Tgl. ... danBAPPD Tgl. .........
Untuk Kelompok Masyarakat ......................, DesalKel. ...........cooveveveiinn. ,
Kecamatan ............c...cccoocone., Kota/Kab. ..o
..................................... 2006
Koordinator Kelompok Masyarakat
Materai
6000

Setuju dibayar :
a.n Kuasa Pengguna Anygaran/SATKER
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LEMBAR PENGENDALIAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI
PENCAIRAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

Kelurahan/Desa

Kecamatan
Kota/kabupaten

Propirsi

KMKab/Kota

Bersama ini kami telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan dan kehenaran isi data-data dokumen
pencairan yang akan kami ajukan sebagai Syarat pencairan dana Rehabilitasi Jan Rekonstiuksi rumah Tahap | / II%),

sebagsi berikut:

. | Kelengkapan | Kebenarar: Pengisian
No. Jenis Dokumen Tahap r Ada 5} "~ Tidak _;‘ e galah
1 BA Pembentukan Kelompok dan Pengurus | !
| POKMAS g e~ vy e s a1 o
5 SPPB Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi | "
Rumah el 5 pUlC | o - 0 P
3 | Usulan Keniatan Rehahiltasi dan Rekonstruksi | '
Rumah o o T T | e -
4 | BAPPUK Dana Rehabiltasi dan Rekonstruksi | |
. |Rumah _ -
5 | BAPPD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah | LIl 2 )
-_g ‘._K!/iials.i,_,_._m T S _ . . o 8 I‘ I - -
7l _Fg;_o_c_:gg_y Rekening Kelompok Masyarakat | LI | ) 3
8 | PPKelompok Masyarakat | LIl e liE 0
|9 | Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) I 8 I
10| SPTB dari PPK Kab/Kota i ] ) l
Keterangan/catatan hasil verifikasi : o S ——— s = e
|£. Level Verifikator Tanggal ‘ Keterangan/catalan __/
1 Tim Fasilitator D __AI)_ ) .
2 PJP - i | ‘
3 KMKab/Kota } B |
4 PPK Propinsi/Kab/Kota | |
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LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Propinsi

Yang bertandatangan di bawah ini, Koordinaior Kelompok Masyarakat, dan masyarakat wilayah Kel./Desa ......................
dengan ini secara bersama-sama menyalakan bahwa pelaksaiiaan kegiatan yang didanai oleh dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi rumah telah mencapai kemajuan ...... % dari total nilai pekerjaan (pemanfaatan dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi rumah {elah mencapai 75% dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang telalr diterima), dengan
uraian terinci sebagai berikut.

Realisasi Pendanaan (Rp.)

T 5
Realisasi Da'.“ﬁ' . B}
neatisasi Kegiatan Volume LB TS -
p Kegiatan dan _ Swadaya Lain-lain
/ Rekonstruksi
Rumah (o p—" ||| S—
ot [ i
1.2
1.3
1.4 vwmssmmesssvesvons
1.5 Dsto.o....oooo......

Jumlah

Dengan telah dicapainya kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka bersama ini diajukan permohonan pembayaran
dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah tahap ke .......... , sebesar ....... % untuk menyelesaikan seluruh pelaksaiiaan
pekefjaan/kegiatan oleh Kelompok Masyarakat.

Yang Membuat "2 ~fnnr,
Koordinator Kelompok Masyarakat Mengetahui,
Py P T —

Verifikasi KMKab/Kota,
PPK Kabupaten/Kota

( )

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung
jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk
rnengawasi pelaksanaannya

( ; ke
Team |eader/Koorkot dan Cap KMKab/Kota




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

WUOMOR : ... P38 TR s s Sl a1 oy s

Nama Satker

Kode Satker
Tanggal/Nomor DIPA
Klasifikasi Belanja

Yang bertandatangan di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ......................... menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang
berhak menerima dengan perincian sebagai berikut.

No

MAK

PENERIMA

URAITAN

1
|

BUKTI

il =
TANGGAL | NOMOR

JUMLAH

JUMLAH

Rp..

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kefja ............. ...
Untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan apariit pengawasan fungsional.

Denikian surat peryataan ini dibuat dengan sebenarnya..
Yogyakarta, ...

Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota

NIP




TATAKALA KEGIATAN REHAB!LITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA GEMPA

BULAN

NO PROSES KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB |  AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JANUARI

3 a1 12 3Ja]l T213Tafl1]2]3]alilzls]aliT 2

A. |KEGIATAN AWAL

-

SK. SATUAN KERJA SETDA | I

N

SK PO SETDA
SK PERSONIL SATKER SATKER

w

IS

REKRUITMEN FASILITATOR SATKER = BTt ] _[_ i [ o i i il i
- Pen¢'muman - ¥ 58

- Pendaftaran

- Seleksi ;
- Pelatihan = -

o

MOBILISASI FASILITATOR SATKER 2 0 N -L
PENGADAAN KONSULTAN PPK PROP :
MOBILISASI KONSULTAN SATKER DAN PPK PROP

~N o

8/PENENTUAN TARGET CALON PEMKAB DAN PEMKOT

PENERIMA BANTUAN | i l

9|PEMBENTUKAN KELOMIMOK PJP DAN TIM FASILITATOR

B. |PROSES PENCAIRAN DANA j b
Peraturan Dirjen Perbendaharaan 21 U e 4._ =t B J I ] e I U ! Y P S i

10 {PENYIAPAN DOKUMEN TAHAP | POKMAS, PJP , TIM FAS

DITINGKAT DESA DAN POKMAS DAN KMK u i il P S =] 5 W) S [ 5 : =
- BAPKPP =11 T 1) : = ) I i B )

- REKENING POKMAS . - Sl

- DOKUMEN TEKNIS
- SP
- BUP

- BAPPUK u
- BAPPD ] l

UITANSI
P

Xl%
o
2
|
[
47
i
|
L
|

—

10|PENYIAPAN DOKUMEN TAHAP | PPK KAB/KUTA DAN KMK I
DI TINGKAT KAB/KOTA DAN PPK j I _ — 1 G i v T O i 7
- PENGESAHAN DOK. POKMAS | ' e : J |
. sPTB !
- USULAN SPP-LS

11|PENYIAPAN DOKUMEN TAHAP | SATKER, PEJABAT SPM

DI TINGKAT PROP DAN SATKER DAN KMPROP
- KUITANS! vl |
- REKAPITULASI PENYALURAN DANA ]

- REKS = = i ) = 1]

- SPM-LS i T [ Fi ‘

:

o
(7

|
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[ BULAN

NO PROSES KESGIATAN PENANGGUNG JAWAB AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER JANUARI

2

3

2

2 3

4 1

2

DESEMBER
2

2 3

)

PROSES DI KPPN YO3YAKARTA
- SP2D

12

|
i
[
|

15| DANA CAIR DI MASYARAKAT

C. | PELAKSANAAN FISIK

|
D. [MONITORING, EVALUASI DAN

FELAPORAN

KPPN YOGYAKARTA

BANK PELAKSANA DAN BRI

POKMA!;, PJP DAN TIM
FASILITATOR

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
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